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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Tinjauan Tahapan Persidangan Perkara Perdata  

Berikut tahapan tahapan yang ditempuh dalam persidangan perkara, 

Melalui langkah-langkah ini, proses persidangan perkara perdata menjalani 

proses yang teratur dan adil, dengan mengacu pada prinsip-prinsip hukum 

sebagimana yang diatur dalam Hukum Acara Perdata, antara lain: 

1. Sidang dibuka dan terbuka untuk umum; 

2. Penggugat dan tergugat diinstruksikan masuk ke ruang sidang; 

3. Identitas para pihak (dalam hal surat kuasa) dan surat izin praktik dari 

organisasi advokat diperiksa pada tahap ini; 

4. Jika keduanya memenuhi syarat, diberikan peluang untuk 

menyelesaikan perkara secara perdamaian; 

5. Memilih menggunakan mediator dari internal PN atau eksternal; 

6. Jika kesepakatan damai tidak terjadi, proses sidang dilanjutkan dengan 

penggugat/kuasanya membacakan surat gugatan; 

7. Jika berhasil mencapai perdamaian, kesepakatan tersebut dibacakan di 

persidangan sebagai acta van dading yang berjudul DEMI KEADILAN 

BERDASARKAN KETUHANAN YME; 

8. Bilamana tidak adanya perdamaian, maka pada tahap selanjutnya 

tergugat memberikan responsnya, yang bisa berupa eksepsi, bantahan, 

permohonan putusan provisional, atau gugatan rekonvensi Jika terdapat 
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tuntutan balik, tergugat juga akan menjadi pihak yang mengajukan 

gugatan rekonvensi; 

9. Jika terdapat gugatan rekonvensi, penggugat akan menyampaikan 

replik, dan jika ia juga menjadi tergugat rekonvensi, maka statusnya 

berubah menjadi tergugat rekonvensi. 

10. Pada tahap korespondensi hukum (jawaban dan tanggapan), mungkin 

muncul gugatan intervensi (voeging, vrijwaring, toesenkomst). 

11. Sebelum pembuktian ada kemungkinan muncul putusan sela (putusan 

provisionil, putusan tentang dikabulkannya eksepsi absolut, atau ada 

gugat intervensi); 

12. Pembuktian; 

13. Dimulai dengan penggugat menyajikan bukti tertulis dan memanggil 

saksi- saksi sebagai penguat; 

14. Dilanjutkan dari tergugat dengan prosedur yang sama, menyajikan 

bukti beserta saksi; 

15. Jika berkaitan dengan tanah, dilakukan peninjauan langsung di lokasi; 

16. Kesimpulan 

17. Majelis Hakim melakukan pertemuan tertutup untuk musyawarah; 

18. Pembacaan Putusan; 

19. Isi putusan: a. Gugatan dikabulkan, b. Gugatan ditolak, c. Gugatan tidak 

dapat diterima; 

20. Pihak-pihak yang terlibat akan diberitahu mengenai hak-hak mereka 

terkait putusan ini, apakah mereka akan menerima, 
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mempertimbangkan, atau mengajukan banding. Jika mereka memilih 

untuk mempertimbangkan, diberikan selama periode 14 hari; 

21. Jika salah satu pihak absen, pemberitahuan akan diberikan dalam 

jangka Dalam jangka periode 14 hari sesudah notifikasi. pihak tersebut 

berhak Untuk memutuskan pendekatan atau tindakan yang akan 

diambil. Jika tidak ada keputusan yang diambil dalam waktu 14 hari, 

hal itu dianggap sebagai penerimaan terhadap putusan.1 

B. Tinjauan Putusan Hakim 

1. Pengertian Putusan Hakim 

Prosedur yang dilakukan di pengadilan bertujuan untuk 

mendapatkan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim.2 Putusan hakim, 

yang juga dikenal sebagai putusan pengadilan, merujuk pada hasil akhir 

dari proses peradilan teramat dinantikan oleh para pencari keadilan 

yang terlibat dalam suatu perselisihan. Keinginan ini muncul karena 

putusan hakim dianggap sebagai penyelesaian paling optimal untuk 

menyelesaikan konflik di antara mereka. Putusan hakim bukan hanya 

sekadar keputusan hukum; ia menjadi suatu harapan untuk 

mendapatkan kepastian hukum dan keadilan yang diiginkan oleh mereka 

yang menjadi bagian dalam prosedur peradilan.3 Agar dapat 

menghasilkan keputusan yang sepenuhnya memberikan Hakim sebagai 

 

1 Karaganyar.  2023. “Tata Urutan Persidangan Perkara Perdata”. https://pn- 

karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan- 

perdata/813-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata#. Diakses tanggal 10 Desember 

2023, pada pukul 01:00:00. 
2 M. Nur Rasaid. 2003. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Sinar Grafika Offset. 
3 Moh. Taufik Makarao. 2004. Pokok-pokok Hukum Acara Perdata. Jakarta. PT. Rineka Cipta. 

https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/813-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata
https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/813-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata
https://pn-karanganyar.go.id/main/index.php/tentang-pengadilan/kepaniteraan/kepaniteraan-perdata/813-tata-urutan-persidangan-perkara-perdata
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penegak hukum yang berfungsi memberikan kepastian hukum dan 

mewujudkan prinsip keadilan dalam sistem peradilan harus memiliki 

pemahaman yang mendalam terhadap pokok perkara yang sebenarnya 

dan juga rangkaian aturan hukum yang mengaturnya. Ini mencakup 

pengetahuan tentang aturan hukum yang dicantumkan diberbagai 

perundang-undangan serta pemahaman terhadap hukum yang diatur 

dengan tidak tertulis yang turut berperan dalam proses peradilan.4 

Sebagaimana dijelaskan dalam UU Kekuasaan Kehakiman, disampaikan 

bahwa merupakan kewajiban bagi seorang hakim untuk mengeksplorasi, 

mengikuti, dan memahami prinsip- prinsip hukum serta konsep keadilan 

sebagaimana bagian dari tatanan masyarakat, termasuk prinsip-prinsip 

hukum yang berupa kebiasaan.5 

Dalam berbagai literatur hukum, para pakar hukum berusaha untuk 

menjelaskan konsep yang disebut sebagai putusan hakim umumnya 

disebut sebagai putusan pengadilan. Meskipun terdapat variasi definisi 

dari berbagai ahli hukum, namun setelah diperhatikan dengan seksama, 

terlihat bahwa ada kesamaan dalam penafsiran dilakukan untuk 

memahami satu pengertian dari pengertian yang lainnya.  

Sebagaimana penjelasan Prof. Sudikno Mertokusumo, S.H. 

bahwa, putusan hakim adalah pemberitahuan yang diucapkan seorang 

hakim, yang merupakan pejabat berwenang, di dalam persidangan. 

 
4 Riduan Syahrani, 1998, Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Umum. Jakarta. 

Pustaka Kartini. 
5 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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Fungsi utama dari pernyataan tersebut adalah mengakhiri permasalahan 

atau perselisihan dengan melibatkan para pihak.6 Berdasar pada 

penjelasannya, Prof. Sudikno, putusan hakim ialah pernyataan yang 

disampaikan langsung dalam ruang sidang. Secara lebih rinci, ini 

merujuk pada putusan yang diumumkan di depan persidangan 

(uitspraak)7 memang tidak diperbolehkan berbeda sebagaiamana yang 

tercantum(vonnis).8 Tetapi, jika ada perbedaan antara keduanya, yang 

dianggap sah adalah apa yang diucapkan, sebab putusan tersebut 

dianggap ada sejak saat disampaikan.9 Instruksi tersebut sesuai 

pedoman yang diberikan oleh MA melalui surat edaran, yaitu SE No. 5 

Tahun serta SE No. 1 Tahun 1962. Surat edaran tersebut, menegaskan 

bahwa sesaat disampaikan, konsep dari sebuah putusan seharusnya 

sudah final. Meskipun tujuan dari surat tersebut adalah untuk 

menghindari kendala pada proses penyelesaian perkara, namun dampak 

positifnya juga meliputi pencegahan terjadinya perbedaan antara isi 

putusan yang dikemukakan secara lisan dengan yang tertulis.10 

Pandangan serupa diungkapkan oleh pakar-pakar hukum, salah 

satunya Muhammad Nasir menafsirkan putusan hakim merupakan 

pernyataan yang dihasilkan oleh hakim, yang merupakan seorang 

pejabat negara yang telah diberikan wewenang tugas tersebut. 

 
6 Mertokusumo, Sudikno. 1993. Bab-bab tentang Penemuan Hukum. Bandung. Citra Aditya Bakti. 
7 Wojowasito, S. 2003. Kamus Umum Belanda Indonesia. Jakarta. PT. Ichtiar Baru Van Hoeve. 
8 Ibid 
9 Mertokusumo, op. Cit 
10 Ibid 
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Pernyataan tersebut disampaikan di ruang sidang agar dapat 

menyelesaikan suatu perselisihan antara pihak-pihak yang terlibat 

dalam sengketa.11 Moh. Taufik Makarao menjelaskan bahwa putusan 

hakim adalah suatu pernyataan yang diucapkan oleh hakim, yang 

merupakan seorang pejabat negara yang diberi wewenang, di dalam 

persidangan dengan maksud untuk mengakhiri atau menyelesaikan 

suatu perkara atau sengketa antara mereka yang terlibat.12 Sementara 

itu, sejumlah pakar hukum lainnya, Lilik Mulyadi dan Riduan Syahrani, 

S.H., mendefenisikan putusan yang hanya mencakup wilayah hukum 

acara perdata. Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim disusun dengan 

mempertimbangkan aspek praktik dan teoritik, yakni selama jalannya 

persidangan perkara perdata, pernyataan yang disampaikan oleh hakim 

bersifat terbuka untuk umum. Putusan ini, setelah melalui tahapan 

prosedur hukum acara perdata secara umum, dibuat dalam bentuk 

tertulis dengan tujuan untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu 

perkara.13 Sementara itu, Riduan Syahrani, S.H., lebih memilih 

menyebutnya sebagai suatu putusan pengadilan, yang berarti 

merupakan suatu pernyataan yang dikemukakan oleh hakim dalam 

sidang yang terbuka untuk umum yang mana menyelesaikan suatu 

perkara perdata adalah tujuannya.14 

 
11 Muhammad Nasir. 2003. Hukum Acara Perdata. Jakarta. Djambatan 
12 Makarao, op. cit. 
13 Lilik Mulyadi, 2009. Hukum Acra Perdata Menurut Praktik dan Teori Peradilan. Jakarta. 

Djambatan 
14 Syahrani, op. cit. 
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Berdasarkan penjelasan di atas bisa disimpulkan, putusan hakim 

tertuju pada suatu maklumat dalam bentuk tertulis dan diumumkan di 

hadapan publik dalam sidang perkara perdata. Pernyataan tersebut dibuat 

setelah menjalani dan prosedur hukum acara perdata secara umum, dengan 

tujuan untuk mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara perdata. Hal ini 

dilakukan dengan harapan menciptakan kepastian dan keadilan hukum 

untuk para pencari keadilan yang juga terlibat dalam perselisihan. Perlu 

ditekankan kembali bahwa pembahasan mengenai putusan hakim atau 

putusan pengadilan dalam tulisan ini tertuju pada kerangka hukum acara 

perdata. 

2. Asas Putusan Hakim 

Terdapat beberapa prinsip yang seharusnya dijunjung tinggi pada tiap 

hadurnya suatu putusan, penjelasan mengenai ini dapat ditemukan dalam 

Pasal 178 H.I.R., Pasal 189 R.Bg., dan beberapa pasal yang terdapat dalam 

UU No. 48 Tahun 2009. 

1) Mencakup Dasar Alasan yang Jelas dan Rinci 

Dalam pembuatan putusan adalah inklusi alasan yang jelas dan 

terperinci. Sesuai dengan prinsip ini, setiap putusan yang diberikan harus 

didasarkan pada pertimbangan yang jelas dan memadai. Putusan yang tidak 

memenuhi standar ini akan digolongkan sebagai putusan yang tidak memadai 

(inadequate judgement). dasar pertimbangan sebagai justifikasi hukum dapat 

bersumber dari: 

1. Pasal khusus pada peraturan perundang-undangan; 
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2. Hukum kebiasaan; 

3. Yurisprudensi; 

4. Doktrin hukum. 

UU No. 48 Tahun 2009, khususnya Pasal 50 Ayat 1, menguatkan bahwa 

putusan pengadilan harus mencakup rasionalisasi dan dasar putusan, termasuk 

pasal-pasal khusus dari Perpu yang terkait atau sumber hukum non-dibukukan 

atau ditulis sebagai dasar dalam memutus perkara. Di samping itu, 

berdasarkan Pasal 178 ayat (1) HIR, hakim, baik berdasarkan jabatannya atau 

dengan cara ex officio, harus menyediakan seluruh rasionalisasi hukum yang 

tidak diajukan oleh pihak yang bersengketa. Pasal 5 Ayat 1 UU 48 Tahun 

2009 mengharuskan hakim dan hakim konstitusi untuk aktif mengikuti, 

mencari, dan memahami nilai hukum dan konsep keadilan yang berlaku 

dalam masyarakat. Penjelasan tentang ketentuan ini bertujuan untuk 

memastikan bahwa keputusan yang diambil oleh hakim dan hakim konstitusi 

sejalan dengan norma hukum dan pandangan keadilan masyarakat. Hal ini 

bertujuan agar keputusan yang diambil oleh hakim tidak merusak struktur 

sosial yang telah terbentuk dalam kehidupan masyarakat.15 

2) Wajib Mengadili Gugatan Untuk Seluruhnya 

 Asas kedua adalah kewajiban bagi hakim untuk memeriksa dan 

mengadili keseluruhan gugatan atau permohonan. Prinsip ini telah diatur 

dalam Pasal 178 ayat (2) HIR, Pasal 189 ayat (2) RBg, dan Pasal 50 Rv. 

Putusan wajib bersifat komprehensif, memeriksa dan mengadili tiap aspek 

 

15 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. 
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dari gugatan yang telah diajukan. Memeriksa dan memutus sebagian dari 

gugatan, sementara menghiraukan bagian lainnya. Cara mengadili tersebut 

bertentangan dengan prinsip yang telah ditetapkan oleh UU.16 

3) Tidak Boleh Mengabulkan Melebihi Gugatan 

 Asas ini menyatakan bahwa hakim dilarang untuk mengabulkan 

tuntutan melebihi dari yang diminta, sebagaimana diatur dalam Pasal 178 ayat 

(3) HIR, Pasal 189 ayat (3) RBG, dan Pasal 50 Rv. Putusan tidak boleh 

memutus sesuatu yang tidak diajukan dalam gugatan. Jika hal tersebut 

dilakukan, putusan tersebut termasuk dalam kategori ultra petitum partium, 

yakni putusan yang melebihi dari permintaan yang diajukan. 

 Hakim yang mengabulkan suatu perkara melebihi posita atau petitum 

sebagaimana yang diajukan dalam gugatan dianggap melampaui batas 

wewenangnya/ultra vires, yaitu menjalankan yang mana di luar batas 

wewenang yang diberikan kepadanya (beyond the powers of his authority). 

Meskipun hakim melakukan tindakan tersebut dengan niat baik atau demi 

kepentingan umum (public interest), jika putusan mengandung unsur ultra 

petitum, maka putusan tersebut harus dianggap cacat (invalid). 

 Pelanggaran terhadap prinsip ultra petitum oleh hakim dianggap sebagai 

pelanggaran terhadap konsep rule of law, di mana Tindakan hakim harus 

sejalan dengan ketentuan hukum. Hakim yang menyetujui melebihi dari apa 

yang diminta telah melampaui batas wewenang yang diatur oleh Pasal 178 ayat 

(3) HIR. Sesuai dengan prinsip rule of law, hakim tidak diperbolehkan 

 
16 Mahmud Hadi Riyanto dan Ahmad Taujan Dzul Farhan, 2020. Asas-Asas Putusan Hakim. 

Badilag Mahkamah Agung. 30 Juni 2020. Jakarta. 
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melakukan suatu tindakan yang mana telah melampaui batas kewenangannya. 

 Terlepas dari alasan apa pun, jika hakim memutuskan suatu kasus dengan 

tindakan ultra petitum, bahkan jika dilakukan dengan niat baik, Tindakan 

tersebut tetap tidak dapat disahkan atau dianggap melanggar hukum, karena 

tidak sesuai dengan prinsip hukum acara.17 

4) Diucapkan di Hadapan Umum 

 Asas ini mengemukakan bahwa suatu putusan harus diumumkan dalam 

persidangan yang dapat disaksikan/diakses oleh publik, yang mana mencakup 

beberapa prinsip, termasuk daintaranya: 

a. Prinsip Keterbukaan Untuk Umum Memiliki Sifat Imperatif 

 Majelis hakim diwajibkan menyampaikan keputusan di ruang sidang 

pengadilan yang dapat diakses oleh publik sebagai elemen yang tidak dapat 

dipisahkan dari prinsip persidangan yang tidak adil. Berdasrkan prinsip fair 

trial, seluruh prosedur peradilan wajib dilaksanakan dengan integritas dari 

tahap awal hingga selesai. 

 Prinsip peradilan yang terbuka untuk khalayak umum bertujuan utama 

untuk melindungi proses peradilan dari perilaku tercela dari pejabat peradilan. 

Prinsip terbuka untuk umum dianggap memiliki dampak pencegahan 

terhadap kemungkinan terjadinya proses peradilan yang tidak adil atau 

diskriminatif, karena seluruh proses peradilan, mulai dari pemeriksaan 

pertama hingga pengucapan putusan, dapat disaksikan dan didengar oleh 

publik. Prinsip ini membantu mencegah hakim dari melakukan kesalahan atau 

 
17 Ibid 
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penyalahgunaan wewenang, dan mencekal saksi dari sumpah palsu. Prinsip 

ini berbeda dengan proses peradilan yang bersifat rahasia, seperti dalam 

mediasi atau arbitrase, yang dirancang demi menjaga kerahasiaan mereka 

yang bersengketa. 

 Hukum mengsahkan pemeriksaan oleh lembaga penyelesaian sengketa 

di luar PN berdasarkan persetujuan dari masing-masing pihak. Namun, jika 

penyelesaian sengketa dilakukan melalui peradilan negara, prinsip 

pemeriksaan terbuka untuk umum harus dijunjung tinggi. Prinsip ini bersifat 

memaksa (imperatif) dan tidak dapat diabaikan melalui kesepakatan para 

pihak, karena bertentangan dengan ketertiban umum.18 

b. Dampak hukum dari pelanggaran prinsip keterbukaan 

 Prinsip melakukan pemeriksaan serta rekomendasi putusan terbuka 

untuk umum dipertegas dalam UU KH pada Pasal 13 Ayat 2 menyatakan 

bahwa keabsahan dan kekuatan hukum putusan pengadilan hanya terwujud 

apabila diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum. 

 Selanjutnya, Pasal 11 Ayat 1 UU No. 48 Tahun 2009 menyebutkan 

bahwa pengadilan harus memeriksa, mengadili, dan memutuskan suatu 

perkara dengan majelis hakim yang terdiri sekurang-kurangnya dari tiga 

orang hakim, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang. 

 Apabila pelanggaran atas ketentuan Pasal 13 Ayat 1 dan Ayat 2 UU No. 

48 Tahun 2009 terjadi, yang mana sudah menegaskan prinsip pemeriksaan 

dan pengumuman putusan dilakukan dalam yang sidang terbuka, maka 

 
18 Ibid 
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dinyatakan batal demi hukum putusan tersebut. 

b. Pemeriksaan yang dilakukan tertutup, namun keputusan tetap 

diumumkan di depan publik. 

 Dalam situasi khusus, regulasi hukum membolehkan pelaksanaan 

pemeriksaan dalam sidang yang bersifat tertutup. Namun, pembolehan ini 

memiliki batasan yang sangat terbatas, terutama didalam konteks hukum 

keluarga, terlebih pada perkara perceraian. Sesuai dengan Pasal 39 ayat (3) 

UU Nomor 1 Tahun 1974 yang sudah diubah oleh UU No. 16 Tahun 2019 

tentang Perkawinan, prosedur perceraian diatur dalam peraturan perundang-

undangan tersendiri. Hal ini kemudian dijabarkan lebih lanjut Menurut Pasal 

33 PP No.9 Tahun 1975, yang berfungsi sebagai peraturan pelaksanaan, 

disebutkan bahwa pemeriksaan gugatan perceraian dapat dilaksanakan di 

dalam ruang sidang yang tidak terbuka untuk umum. 

 Prinsip sidang yang tertutup dalam kasus perceraian, sebagaimana 

dijelaskan dalam Pasal 33, tidak hanya berlaku untuk pemeriksaan pihak yang 

terlibat dalam kasus, tetapi juga mencakup pemeriksaan saksi-saksi. Prinsip 

pemeriksaan tertutup dalam kasus perceraian dianggap sebagai ketentuan 

yang bersifat wajib. Pengadilan yang membahas kasus perceraian secara 

terbuka dianggap sebagai pelanggaran terhadap ketertiban umum/public 

order olehnya itu, jika pemeriksaan dilakukan secara terbuka dapat 

mengakibatkan pembatalan hukum dan dilakukan secara tertutup. Prinsip ini 

bertujuan untuk melindungi nama baik suami- istri dalam lingkungan 

masyarakat dan dianggap tidak pantas untuk mengungkapkan rahasia rumah 
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tangga secara terbuka kepada publik, karena hal tersebut bertentangan 

terhadap nilai moral. 

 Walaupun peraturan perundang-undangan di Indonesia membolehkan 

pemeriksaan kasus perceraian dengan tertutup, Pasal 34 PP Nomor 9 Tahun 

1975 menguatkan bahwa pengucapan putusan tentang gugatan perceraian 

harus dilakukan secara terbuka. Olehnya itu, dalam hal dibacakannya putusan 

berlaku ketentuan sebagaimana termaktub dalam Pasal 13 Ayat 2 UU 

Kehakiman. 

c. Disampaikan dalam persidangan 

 Peraturan yang mengatur prinsip pemeriksaan dan pengucapan putusan 

yang wajib dilakukan secara terbuka untuk umum menegaskan bahwa semua 

tahapan tersebut harus dilaksanakan di dalam ruang sidang yang telah 

ditetapkan sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 04 Tahun 1974. Seluruh 

proses persidangan, termasuk pemeriksaan dan pengucapan putusan, hanya 

dianggap sah dan memiliki kekuatan hukum apabila dilakukan di dalam ruang 

sidang pengadilan. Pelanggaran terhadap ketentuan SEMA No. 04 Tahun 

1974 akan berdampak pada tidak sahnya keabsahan dan kekuatan hukum 

putusan. Setiap gedung pengadilan telah menentukan ruang sidang secara 

khusus, dan hanya di ruangan tersebutlah pemeriksaan dan pengucapan 

putusan diizinkan dilakukan. Pemeriksaan di luar ruangan yang telah 

ditetapkan sebagai ruang sidang, seperti kamar 

 kerja hakim atau pelayanan administrasi, tidak diakui sebagai sidang 
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pengadilan, bahkan jika diumumkan sebagai terbuka untuk umum.19 

3. Klasifikasi Amar Putusan Hakim 

 Yahya Harahap menyatakan bahwa klasifikasi putusan hakim dapat 

dilakukan berdasar pada kehadiran pihak-pihak terkait, waktu penjatuhannya, 

dan sifat putusannya, yakni:20 

1) Putusaln Dilihalt Dalri Kehaldiraln Pihalk-Pihalk Terkalit 

a. Putusaln Gugaltaln Gugur  

Alpalbilal penggugalt altalu walli yalng mewalkilinyal tidalk haldir paldal 

walktu sidalng yalng telalh ditentukaln, halkim berwenalng untuk menetalpkaln 

putusaln yalng menyaltalkaln gugurnyal sualtu gugaltaln. Selalin itu, penggugalt 

alkaln dikenalkaln salnksi membalyalr bialyal perkalral. Hall ini dialtur dallalm 

Palsall 124 Hukum Alcalral Perdaltal (HIR).21 

Palsall 124 HIR menyaltalkaln balhwal jikal pihalk penggugalt altalu 

walkilnyal telalh diberi pemberitalhualn resmi untuk haldir, tetalpi tidalk haldir 

paldal halri persidalngaln, malkal tuntutaln yalng dialjukaln dialnggalp baltall. 

Dengaln kaltal lalin, gugaltaln yalng dialjukaln kehilalngaln 

keberlalkualnnyal. Sebalgali konsekuensinyal, penggugalt alkaln dikenali 

salnksi membalyalr bialyal perkalral. Setelalh membalyalr bialyal perkalral 

tersebut, penggugalt tetalp berhalk untuk mengaljukaln gugaltalnnyal 

kemballi.22 

a. Putusaln Verstek 

 
19 Ibid 
20 Ibid 
21 Ibid. 
22 Ibid. 
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Halkim alkaln menjaltuhkaln putusaln verstek Jikal paldal sidalng 

pertalmal pihalk tergugalt albsen talnpal allalsaln yalng waljalr, paldalhall telalh 

diundalng secalral palntals daln salh.23 

Palsall 125 Hukum Alcalral Perdaltal (HIR) menjelalskaln balhwal jikal 

tergugalt albsen altalu tidalk mengirimkaln perwalkilaln utuk mewalkilinyal 

paldal salalt sedalng dilalkukalnnyal pemeriksalaln perkalral, meskipun telalh 

dipalnggil dengaln paltut, malkal gugaltaln tersebut alkaln diterimal dengaln talk 

haldir (verstek). Nalmun, pengecuallialn dalpalt diberikaln jikal tergugalt dalpalt 

membuktikaln kepaldal pengaldilaln negeri balhwal tindalkaln hukum tersebut 

melalnggalr halknyal altalu tidalk berallalsaln.24 

b. Putusaln Kontraldiktoir/Contraldictoir vonnis 

Calral penentualn putusaln ini dinilali dalri sudut palndalng kehaldiraln 

semual pihalk ketikal putusaln diumumkaln. Jenis ini terbalgi menjaldi dual, 

yalitu ketikal semual pihalk haldir salalt pengumumaln putusaln daln ketikal 

sallalh saltu pihalk tidalk haldir salalt pengucalpaln putusaln.25 

Dallalm konteks Dallalm kaltegorisalsi putusaln berdalsalrkaln kehaldiraln, Halralhalp 

mengklalrifikalsi balhwal balnyalk oralng sallalh dengaln mengalnggalp putusaln 

contraldictoir daln verstek serupal. Perlu diperhaltikaln balhwal verstek 

terkalit dengaln albsennyal pihalk tergugalt paldal sidalng pertalmal, sedalngkaln 

dallalm putusaln contraldictoir, ketidalkhaldiralnnyal terjaldi ketikal putusaln 

diberikaln dijaltuhkaln.26 

 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
25 Ibid. 
26 Ibid. 
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2) Putusaln Halkim Ditinjalu Dalri Penjaltuhalnnyal 

Dalri perspektif walktu penjaltuhalnnyal, keputusaln halkim dalpalt 

diidentifikalsi sebalgali putusaln selal sertal putusaln alkhir..  

a. Putusaln Selal/Incidentall Vonnis 

Putusaln selal merujuk paldal putusaln yalng bersifalt interim, putusaln 

insidentall, altalu dikenall sebalgali vonis insiden altalu putusaln alntalral.27 

Putusaln selal sebalgalimalnal disalmpalkaln oleh Heikhall Palne aldallalh 

Keputusaln interim yalng dialmbil sebelum pengucalpaln almalr putusaln 

alkhir. Muhalmmald Nalsir menjelalskaln balhwal keputusaln selal diteralpkaln 

semaltal-maltal untuk memudalhkaln kelalngsungaln pemeriksalaln perkalral 

yalng alkaln daltalng altalu yalng sedalng berlalngsung.28 

Halralhalp menyaltalkaln balhwal putusaln alntalral tidalk memiliki 

keberdirialn sendiri talnpal keberaldalaln putusaln alkhir, kalrenal kedualnyal 

merupalkaln elemen yalng talk terpisalhkaln.29 

b. Putusaln Alkhir/End Vonnis 

Sering disebut sebalgali “finall judgment”, putusaln ini merupalkaln 

keputusaln halkim lalksalnal penutup pemeriksalaln perkalral. Halralhalp jugal 

menjelalskaln balhwal putusaln alkhir aldallalh perbualtaln halkim sebalgali 

pengualsal/pelalksalnal UU untuk mengalkhiri sengketal alntalral pihalk yalng 

berperkalral.30 

Dallalm menetalpkaln daln memberikaln kejelalsaln dallalm alspek 

 
27 Ibid. 
28 Ibid. 
29 Ibid. 
30 Ibid. 
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hukum, keputusaln alkhir dalpalt dikelompokkaln sebalgali berikut: 

a) Menyaltalkaln balhwal gugaltaln tidalk dalpalt diterimal 

Aldal beralgalm jenis kecalcaltaln formil yalng menjaldi lalndalsaln 

balgi halkim untuk menyaltalkaln tidalk dalpalt diterimalnyal gugaltaln, 

termalsuk di dallalmnyal, alntalral lalin: 

(1) Penggugalt aldallalh kualsal yalng tidalk disertali dengaln suralt 

kualsal khusus yalng memenuhi syalralt altalu ketentualn yalng 

berlalku; 

(2) Gugaltaln mengalndung kesallalhaln dallalm penalmalaln pihalk yalng 

berkepentingaln (error in personal); 

(3) Gugaltaln yalng beraldal di lualr yurisdiksi albsolut altalu relaltif 

dalri pengaldilaln; 

(4) Gugaltaln salmalr/albscuur libel; 

(5) Gugaltaln yalng dialjukaln melibaltkaln prinsip hukum ne bis in 

idem, yalng mengalcu paldal lalralngaln melalkukaln pengaldilaln 

galndal altals perkalral yalng salmal. 

(6) Gugaltaln premaltur altalu calcalt secalral formil; 

(7) Gugaltaln yalng telalh melalmpalui baltals walktu yalng ditentukaln 

daln tidalk dalpalt lalgi dialjukaln disebut sebalgali gugaltaln yalng 

telalh kedalluwalrsal31 

b) Menolalk Gugaltaln  

Halkim dalpalt menetalpkaln putusaln alkhir dengaln 

 
31 Yahya Harahap, op.cit 
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menolalk tuntutaln penggugalt jikal penggugalt tidalk dalpalt 

memberikaln bukti yalng cukup untuk mendukung dallil-dallil 

sebalgalimalnal yalng termalktub dallalm gugaltalnnyal. Hall ini 

dalpalt terjaldi kalrenal allalt bukti yalng dialjukaln tidalk mencalpali 

baltals minimall pembuktialn altalu kalrenal bukti yalng dialjukaln 

oleh penggugalt dalpalt dialtalsi oleh bukti yalng dialjukaln oleh 

tergugalt.32 

c) Menggalbulkaln gugaltaln penggugalt 

Berbedal dengaln keputusaln sebelumnyal, dallalm putusaln 

ini terjaldi perbalikaln dallalm relalsi hukum yalng 

menguntungkaln penggugalt. Koreksi ini jugal melibaltkaln 

pemberialn kewaljibaln hukum kepaldal tergugalt, yalng 

mencalkup salnksi untuk memenuhi sualtu kewaljibaln. Ketikal 

memutuskaln untuk mengalbulkaln gugaltaln, halkim tidalk 

dihalruskaln untuk mengalbulkaln seluruhnyal. Halkim memiliki 

kewenalngaln untuk mengalbulkaln sebalgialn daln menolalk 

balgialn lalinnyal, altalu mengalbulkaln sebalgialn daln menyaltalkaln 

sebalgialn lalinnyal tidalk dalpalt diterimal. Keputusaln tersebut 

didalsalrkaln paldal pertimbalngaln halkim yalng berbedal-bedal Salalt 

menguji setialp kalsus, hall ini disebalbkaln oleh perbedalaln sudut 

palndalng yalng dimiliki oleh setialp halkim ketikal menilali setialp 

kalsus yalng dihaldalpinyal.33 

 
32 Ibid. 
33 Ibid 
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3) Putusaln Halkim Berdalsalrkaln Sifaltnyal  

Berdalsalrkaln kalralkteristiknyal, keputusaln halkim dalpalt 

dikelompokkaln menjaldi keputusaln deklalraltif, konstitutif, daln 

condemnaltory, sebalgalimalnal diuralikaln berikut; 

a. Putusaln Deklalraltor/Declalraltoir Vonnis 

Halralhalp menjelalskaln balhwal putusaln deklalraltor, altalu declalraltoir 

vonnis, aldallalh keputusaln halkim yalng merujuk paldal keputusaln halkim 

yalng menyaltalkaln altalu memperkualt sualtu kondisi yalng salh menurut 

hukum. Dengaln kaltal lalin, putusaln ini sederhalnal dallalm alrti balhwal ial 

mengalndung pernyaltalaln tentalng staltus hukum tertentu, seperti 

kealbsalhaln sualtu pernikalhaln, staltus alhli walris, altalu pengalngkaltaln alnalk.34 

b. Putusaln Konstitutif/Constitutief Vonnis 

Putusaln konstitutif merujuk paldal keputusaln halkim yalng melallui 

almalr putusalnnyal menciptalkaln kondisi hukum balru altalu menghilalngkaln 

kondisi hukum yalng aldal. Contohnyal, dallalm kalsus perceralialn, almalr 

putusaln dalpalt mengalkhiri hubungaln hukum alntalral sualmi daln istri, 

salmbil sekalligus menciptalkaln kondisi hukum balru sebalgali jalndal daln 

dudal.35 

c. Putusaln Kondemnaltor/Condemnaltoir Vonnis 

Putusaln kondemnaltor aldallalh keputusaln yalng mencalkup salnksi 

altalu hukumaln terhaldalp sallalh saltu pihalk yalng terlibalt dallalm sualtu 

perkalral. Halralhalp menjelalskaln balhwal putusaln kondemnaltor merupalkaln 

 
34 Tim Hukumonline, op.cit. 
35 Ibid. 



 

31 

 

balgialn yalng talk terpisalhkaln dalri keputusaln deklalraltif altalu konstitutif. 

Almalr putusaln kondemnaltor dialnggalp sebalgali talmbalhaln altalu elemen 

pendukung.36 

Perlu ditekalnkaln balhwal dallalm memberlalkukaln keputusaln 

kondemnaltor, keberaldalaln almalr deklalraltif aldallalh sualtu pralsyalralt yalng tidalk 

dalpalt dialbalikaln, daln penetalpaln almalr deklalraltif halrus dilalkukaln sebelum 

almalr kondemnaltor.37 

B. TINJAlUAlN PEMBAlTAlLAlN PERKAlWINAlN 

1. Pengertialn Pembaltallaln Perkalwinaln 

Dallalm UU No. 1 Talhun 1974 daln PP No. 9 Talhun 1975 yalng merupalkaln 

peralturaln pelalksalnal dalri UU tersebut, tidalk terdalpalt ketentualn yalng 

menjelalskaln tentalng alrti pembaltallaln perkalwinaln. Dengaln kaltal lalin, tidalk aldal 

regulalsi yalng menguralikaln pengertialn dalri pembaltallaln perkalwinaln dallalm 

perundalng-undalngaln tersebut.38 

Pembaltallaln perkalwinaln aldallalh tindalkaln yalng dialmbil oleh Pengaldilaln 

untuk menyaltalkaln balhwal sualtu perkalwinaln tidalk salh. Dallalm konteks ini, 

keputusaln Pengaldilaln mengalkibaltkaln perkalwinaln tersebut kehilalngaln 

keberlalkualnnyal secalral hukum. Sebalgali halsil dalri pembaltallaln ini, perkalwinaln 

dialnggalp tidalk pernalh terjaldi (never existed). Proses ini melibaltkaln Pengaldilaln 

yalng mempertimbalngkaln bukti-bukti daln allalsaln-allalsaln tertentu yalng 

mengindikalsikaln ketidalksal-hihaln altalu ketidalkberlalkualn sualtu perkalwinaln (no 

 
36 Ibid. 
37 Ibid. 
38 Rusli, T. 2013. Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. Pranata Hukum, 8(2). 
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legall force or declalred void). Pembaltallaln perkalwinaln dalpalt melibaltkaln 

pertimbalngaln-pertimbalngaln yalng bersifalt unik, daln halsilnyal bisal berupal 

pengalkualn balhwal perkalwinaln tersebut tidalk memenuhi syalralt-syalralt hukum 

yalng berlalku.39 

Dalri definisi tersebut, dalpalt disimpulkaln: al). Perkalwinaln dialnggalp tidalk 

memiliki keberlalkualn hukum (no legall force); b). Oleh kalrenal itu, dialnggalp 

tidalk pernalh terjaldi (never existed); c). Lalki-lalki daln perempualn yalng 

perkalwinalnnyal dibaltallkaln dialnggalp tidalk pernalh melalkukaln pernikalhaln. 

Dallalm Palsall 22 UU Nomor 1 Talhun 1974 halnyal menyebutkaln balhwal,  

”perkalwinaln dalpalt dibaltallkaln alpalbilal palral pihalk tidalk memenuhi 

syalralt-syalralt untuk melalngsungkaln perkalwinaln”.40 

Dallalm klalrifikalsinyal dijelalskaln balhwal istilalh "dalpalt" dallalm palsall ini 

dialrtikaln sebalgali kemungkinaln sualtu perkalwinaln bisal menjaldi baltall altalu 

mungkin tetalp salh, tergalntung paldal normal hukum algalmal malsing-malsing yalng 

tidalk menetalpkaln seballiknyal. Oleh kalrenal itu, berdalsalrkaln ketentualn tersebut, 

perkalwinaln yalng tidalk memenuhi syalralt perkalwinaln bisal dialnggalp baltall altalu 

mungkin malsih berlalku, tergalntung paldal normal hukum algalmal yalng berlalku.41 

Menurut interpretalsi Balkri Al. Ralhmaln daln Alhmald Sukalrdjal, alnulalsi 

pernikalhaln terjaldi ketikal sualtu ikaltaln pernikalhaln yalng sudalh terjaldi dalpalt 

dicalbut jikal sallalh saltu pihalk tidalk memenuhi kriterial untuk melalngsungkaln 

 
39 Siti Hanifah, S.Ag., M.H. 2020. “Pembatalan Perkawinan Menurut BW dan UU Nomor 1 Tahun 

1974”.https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-

pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun 

1974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20exist

ed)%5B3%5D. Diakses tanggal 21 Desember 2023, pukul 10:00:00. 
40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
41Ibid.. 

https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun%201974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed)%5B3%5D.
https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun%201974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed)%5B3%5D.
https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun%201974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed)%5B3%5D.
https://www.pa-wamena.go.id/webtes/berita/berita-terkini/137-artikel/154-pembatalan-perkawinan-menurut-bw-dan-uu-nomor-1-tahun%201974#:~:text=Arti%20pembatalan%20perkawinan%20ialah%20tindakan,never%20existed)%5B3%5D.
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pernikalhaln, daln keputusaln pembaltallaln halnyal dalpalt dialmbil oleh lembalgal 

peraldilaln.42  

Dallalm leksikon hukum, pembaltallaln pernikalhaln memiliki alsall-usul dalri 

dual kaltal, yalitu "baltall" daln "nikalh". Istilalh "baltall" merujuk paldal tidalk 

berlalkunyal, tidalk salh, altalu tidalk memiliki implikalsi hukum yalng diinginkaln 

kalrenal tidalk memenuhi persyalraltaln yalng telalh ditetalpkaln oleh hukum altalu 

undalng-undalng. Sementalral itu, kaltal "nikalh" merujuk paldal sualtu ikaltaln resmi 

alntalral seoralng prial daln seoralng walnital sebalgali sualmi daln istri.43 

Malknalnyal, pembaltallaln pernikalhaln sesuali leksikon hukum merupalkaln 

sualtu lalngkalh untuk membaltallkaln sualtu ikaltaln pernikalhaln yalng tidalk 

membalwal dalmpalk hukum yalng dihalralpkaln kalrenal tidalk memenuhi kriterial 

yalng telalh ditetalpkaln oleh hukum altalu UU. Berdalsalrkaln beberalpal pengertialn 

pembaltallaln pernikalhaln di altals, dalpalt disalrikaln: 

1) Pernikalhaln tersebut terjaldi talnpal memenuhi ketentualn yalng ditetalpkaln 

untuk pernikalhaln; 

2) Halnyal lembalgal peraldilaln yalng berwenalng melalksalnalkaln alnulalsi 

pernikalhaln. 

Perkalwinaln yalng dialnggalp baltall secalral hukum. Palndalngaln ini tercermin 

dallalm pendalpalt Wibowo Reksopraldoto, menyaltalkaln balhwal untuk melalkukaln 

pembaltallaln pernikalhaln, selallu dibutuhkaln keputusaln lembalgal peraldilaln yalng 

menyaltalkaln balhwal pernikalhaln tersebut dialnggalp tidalk salh altalu baltall. Dengaln 

 
42 Bakri A.Rahman dan Ahmad Sukardja, 1981. Hukum menurut Islam, UUP dan Hukum 

Perdata/BW, Jakarta. PT. Hidakarya Agung. 
43 Andi Hamzah. 1986. Kamus Hukum. Jakarta. Ghalia Indonesia. 
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kaltal lalin, setialp pembaltallaln perkalwinaln halrus melibaltkaln keputusaln dalri 

pengaldilaln; tidalk secalral otomaltis dialnggalp baltall secalral hukum, kecualli dallalm 

kalsus tertentu, seperti perkalwinaln yalng dilalngsungkaln melallui kualsal, di malnal 

pemberi kualsal sudalh salh kalwin dengaln oralng lalin sebelum perkalwinaln 

dilalngsungkaln. Dallalm situalsi di malnal UU menetalpkaln balhwal perkalwinaln 

dialnggalp tidalk pernalh terjaldi, perkalwinaln tersebut dialnggalp baltall secalral 

hukum. Hall serupal berlalku untuk perkalwinaln alntalral sesalmal jenis, seperti prial 

dengaln prial altalu walnital dengaln walnital, yalng dialnggalp tidalk pernalh aldal 

sehinggal dialnggalp baltall secalral hukum.44 

1) Allalsaln-allalsaln pembaltallaln perkalwinaln daln pihalk-pihalk yalng berhalk 

mengaljukaln pembaltallaln perkalwinaln 

Menurut Palsall 22 UU Nomor 1 Talhun 1974, disebutkaln balhwal 

sualtu  

Pernikalhaln dalpalt dialnulir jikal kedual belalh pihalk tidalk memenuhi 

persyalraltaln yalng telalh ditetalpkaln untuk melalksalnalkaln pernikalhaln. 

Dengaln kaltal lalin, alpalbilal persyalraltaln melalngsungkaln pernikalhaln sesuali 

dengaln ketentualn dallalm UU Nomor 1 Talhun 1974 tidalk terpenuhi, malkal 

pernikalhaln tersebut dalpalt dicalbut. Proses pembaltallaln sualtu pernikalhaln 

dimulali setelalh keputusaln Pengaldilaln memperoleh kekualtaln hukum 

yalng tetalp daln berlalku sejalk salalt pernikalhaln tersebut terjaldi, sesuali 

dengaln alturaln Palsall 28 alyalt (1) Undalng-Undalng Nomor 1 Talhun 1974. 

 
44 Wibowo Reksopradoto, 1978. Batal dan Putusnya Perkawinan. Hukum Perkawinan Nasional Jilid 

II I’tikad Baik. Semarang. 
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Allalsaln-allalsaln yalng dalpalt dialjukaln untuk pembaltallaln perkalwinaln 

dialtur dallalm Palsall 26 daln Palsall 27 UU No. 1 Talhun 1974, yalkni: 

Palsall 26  

Alyalt (1) 

“Perkalwinaln yalng dilalngsungkaln dimukal pegalwali pencaltalt 

perkalwinaln yalngtidalk berwenalng, walli-nikalh yalng tidalk salh altalu 

yalng dilalngsungkaln talnpal dihaldiri oleh 2 (dual) oralng salksi dalpalt 

dimintalkaln pembaltallalnnyal oleh palral kelualrgal dallalm galris 

keturunaln lurus kealtals dalri sualmi altalu isteri, jalksal daln sualmi altalu 

isteri.”45 

Alyalt (2) 

“Halk untuk membaltallkaln oleh sualmi altalu isteri berdalsalrkaln 

allalsaln dallalm alyalt (1) palsall ini gugur alpalbilal merekal telalh hidup 

bersalmal sebalgali sualmi isteri daln dalpalt memperlihaltkaln alkte 

perkalwinaln yalng dibualt pegalwali pencaltalt perkalwinaln yalng tidalk 

berwenalng daln perkalwinaln halrus diperbalhalrui supalyal salh.”46 

 

Palsall 27  

Alyalt (1) 

“Seoralng sualmi altalu isteri dalpalt mengaljukaln permohonaln 

pembaltallaln perkalwinaln alpalbilal perkalwinaln dilalngsungkaln 

dibalwalh alncalmaln yalng melalnggalr hukum.”47 

Alyalt (2) 

“Seoralng sualmi altalu isteri dalpalt mengaljukaln permohonaln 

pembaltallaln perkalwinaln alpalbilal paldal walktu berlalngsungnyal 

perkalwinaln terjaldi sallalh salngkal mengenali diri sualmi altalu 

isteri.”48 

Alyalt (3) 

“Alpalbilal alncalmaln telalh berhenti, altalu yalng bersallalh salngkal itu 

 
45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
46 Ibid. 
47 Ibid 
48 Ibid. 
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menyaldalri kealdalalnnyal, daln dallalm jalngkal walktu 6 (enalm)bulaln 

setelalh itu malsih tetalp hidup sebalgali sualmi isteri, daln tidalk 

mempergunalkaln halknyal untuk mengaljukaln permohonaln 

pembaltallaln, 

malkal halknyal gugur.”49 

Berdalsalrkaln Palsall 71 Kompilalsi Hukum Islalm, pernikalhaln dalpalt 

dialnulir dallalm beberalpal situalsi, yalitu: 

“Sualtu perkalwinaln dalpalt dibaltallkaln alpalbilal : 

a. seoralng sualmi melalkukaln poligalmi talnpal izin Pengaldilaln Algalmal; 

b. perempualn yalng dikalwini ternyaltal kemudialn diketalhui malsih 

menjaldi isteri prial lalin yalng malfqud; 

c. perempualn yalng dikalwini ternyaltal malsih dallalm iddalh daln sual 

lalin; 

d. perkalwinaln yalng melalnggalr baltals umur perkalwinaln sebalgalimalnal 

e. ditetalpkaln dallalm palsall 7 Undalng-undalng No. 1 talhun 1974; 

f. perkalwinaln dilalngsungkaln talnpal walli altalu dilalksalnalkaln oleh walli 

yalng tidalk berhalk; 

g. perkalwinaln yalng dilalksalnalkaln dengaln palksalaln.”50 

 

Berikut palral pihalk yalng memiliki halk untuk mengaljukaln 

pembaltallaln pernikalhaln dialtur dallalm Palsall 23, 24, 25, 26, daln 27 UU 

Nomor 1 Talhun 1974, yalkni: 

1. Palral kelualrgal yalng terletalk paldal galris lurus ke altals dalri sualmi altalu 

dalri istri; 

2. Sualmi altalu istri; 

3. Pejalbalt yalng memiliki wewenalng; 

4. Pejalbalt yalng dipilih; 

5. Jalksal; 

6. Sualmi altalu istri yalng melalksalnalkaln perkalwinaln; 

 
49 Ibid. 
50 Kompilasi Hukum Islam 
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7. Setialp individu yalng memiliki kepentingaln hukum secalral lalngsung 

terkalit pernikalhaln tersebut, nalmun halnyal setelalh pernikalhaln itu 

beralkhir.51 

Berdalsalrkaln Palsall 73 KHI, disebutkaln balhwal yalng berhalk 

mengusulkaln pembaltallaln pernikalhaln aldallalh: 

a. Palral kelualrgal dallalm galris keturunaln lurus ke altals daln ke balwalh 

dalri sualmi altalu isteri;  

b.  Sualmi altalu isteri;  

c. Pejalbalt yalng berwenalng mengalwalsi pelalksalnalaln per kalwinaln 

menurut undalng-undalng; 

d. Palral pihalk yalng berkepentingaln yalng mengetalhui aldalnyal calcalt 

dallalm rukun daln syalralt perkalwinaln menurut hukum Islalm daln 

peralturaln perundalng-undalngaln sebalgalimalnal tersebut dallalm Palsall 

67.”52 

lalsaln pembaltallaln pernikalhaln oleh sualmi, istri, altalu oleh pihalk kelualrgal 

dallalm galris keturunaln yalng lebih tual dalri sualmi altalu istri, sertal oleh jalksal 

berdalsalrkaln Palsall 26 alyalt (2) UU Nomor 1 Talhun 1974, menjaldi tidalk berlalku 

jikal merekal telalh hidup bersalmal sebalgali sualmi istri daln dalpalt menunjukkaln 

alktal pernikalhaln yalng dibualt oleh petugals pencaltalt pernikalhaln yalng tidalk 

berwenalng, sertal pernikalhaln tersebut halrus diperbalrui untuk mendalpaltkaln 

kealbsalhaln. Sementalral itu, allalsaln pembaltallaln pernikalhaln nomor 4 daln 5 yalng 

telalh disebutkaln sebelumnyal dalpalt dialjukaln oleh sualmi altalu istri yalng ingin 

membaltallkaln pernikalhaln merekal jikal pernikalhaln tersebut terjaldi di balwalh 

alncalmaln yalng melalnggalr hukum, altalu paldal salalt pernikalhaln ternyaltal terjaldi 

kesallalhaln identitals, seperti kesallalhaln terhaldalp sualmi altalu istri yalng 

sehalrusnyal dikalwinkaln, kalrenal oralng yalng sehalrusnyal menjaldi palsalngaln 

 
51 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
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bukalnlalh sualmi altalu istri yalng bersalngkutaln. Istilalh "identitals" di sini mengalcu 

paldal alspek fisik altalu lualr, bukaln kondisi kesehaltaln tertentu.53 

2. Prosedur Pembaltallaln Perkalwinaln 

Menurut ketentualn dallalm Palsall 38 alyalt (2) PP Nomor 9 Talhun 1975 yalng 

berkalitaln dengaln implementalsi UU Nomor 1 Talhun 1974 tentalng Perkalwinaln, 

dijelalskaln prosedur pengaljualn permohonaln pembaltallaln perkalwinaln. Prosedur 

untuk mengaljukaln permohonaln pembaltallaln perkalwinaln sesuali dengaln taltal 

calral pengaljualn gugaltaln perceralialn. Dijelalskaln paldal alyalt (3) palsall tersebut 

balhwal segallal alspek terkalit pemalnggilaln, pemeriksalaln pembaltallaln perkalwinaln, 

daln keputusaln pengaldilaln halrus dijallalnkaln sesuali dengaln ketentualn yalng 

dialtur dallalm Palsall 20 hinggal Palsall 36 PP ini. 

Berdalsalrkaln Palsall 4 alyalt (2) huruf (d) Peralturaln Malhkalmalh Algung 

(PERMAl) Nomor 1 Talhun 2016 Tentalng Prosedur Medialsi di Pengaldilaln 

disebutkaln balhwal permohonaln sengketal mengenali pencegalhaln, penolalkaln, 

pembaltallaln daln pengesalhaln perkalwinaln termalsuk sallalh saltu sengketal yalng 

dikecuallkaln dalri kewaljibaln penyelesalialn melallui medialsi daln dengaln merujuk 

paldal poin (5) hallalmaln 142-143, Pedomaln Pelalksalnalaln Tugals daln Aldminsitralsi 

Peraldilaln Algalmal yalng diberlalkukaln dengaln Keputusaln Malhkalmalh Algung 

Nomor: KMAl/032/SK/IV/2006 talnggall 4 Alpril 2006. 

Untuk lebih merinci, berikut aldallalh rincialn taltal calral pembaltallaln 

perkalwinaln: 

1) Pengaljualn Gugaltaln  

 
53 Mulyadi, op. cit. 
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Permohonaln pembaltallaln sualtu perkalwinaln halrus dialjukaln oleh pihalk 

yalng berhalk mengaljukaln kepaldal pengaldilaln yalng wilalyalh hukumnyal 

mencalkup tempalt di malnal perkalwinaln tersebut berlalngsung, altalu di tempalt 

kedialmaln kedual sualmi-istri, sualmi, altalu istri. 

Prosedur pengaljualn dilalkukaln secalral kontensius dallalm kurun walktu 6 

(enalm) bulaln sejalk diketalhuinyal balhwal pernikalhaln tersebut tidalk memaltuhi 

perundalng-undalngaln, altalu ketikal aldal pihalk lalin yalng meralsal dirugikaln dengaln 

aldalnyal pernikalhaln tersebut.   Sebalgalimalnal Palsall 38 alyalt (2) PP Nomor 9 

Talhun 1975 yalng mengaltur pelalksalnalaln UU Perkalwinaln, disebutkaln balhwal,  

“Taltalcalral pengaljualn permohonaln pembaltallaln perkalwinaln 

dilalkukaln sesuali dengaln taltalcalral pengaljualn gugaltaln 

perceralialn.”54 

Palsall 27 alyalt (3): 

“Alpalbilal alncalmaln telalh berhenti, altalu yalng bersallalh salngkal itu 

menyaldalri kealdalalnnyal, daln dallalm jalngkal walktu 6 (enalm) bulaln 

setelalh itu malsih tetalp hidup sebalgali sualmi isteri, daln tidalk 

mempergunalkaln halknyal untuk mengaljukaln permohonaln 

pembaltallaln, malkal halknyal gugur.”55 

2) Pemalnggilaln Palral Pihalk 

Terkalit dengaln penyelenggalralaln sidalng, penting untuk melalkukaln 

palnggilaln kepaldal semual pihalk altalu kualsalnyal. Pelalksalnalaln palnggilaln ini dalpalt 

diseralhkaln kepaldal juru sital dallalm kalsus Pengaldilaln Negeri altalu kepaldal 

petugals yalng ditunjuk oleh Ketual Pengaldilaln Algalmal dallalm konteks 

Pengaldilaln Algalmal. Pemberitalhualn palnggilaln halrus disalmpalikaln lalngsung 

 
54 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur pelaksanaan Undang-Undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 
55 Ibid. 
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kepaldal individu terkalit; jikal tidalk memungkinkaln, pemberitalhualn dalpalt 

dilalkukaln melallui suralt altalu metode serupal yalng setalral. Proses palnggilaln halrus 

dilalksalnalkaln dengaln calral yalng etis daln dalpalt diterimal oleh pihalk altalu 

kualsalnyal, palling lalmbalt 3 (tigal) halri sebelum dimulalinyal sidalng. Balgi 

tergugalt, waljib melalmpirkaln sallinaln suralt gugaltaln. 

Selalin metode pemalnggilaln sebelumnyal, jikal tempalt tinggall tergugalt 

tidalk dalpalt diidentifikalsi altalu tidalk menetalp, palnggilaln alkaln dilalkukaln dengaln 

calral menempelkaln sallinaln gugaltaln di palpaln pengumumaln pengaldilaln daln 

mengumumkaln melallui suralt kalbalr altalu medial lalin yalng ditetalpkaln oleh 

pengaldilaln. Proses ini alkaln diulalngi dual kalli, dengaln selalng walktu saltu bulaln 

alntalral pengumumaln pertalmal dengaln pengumumaln kedual. Jikal tergugalt 

berdomisili di lualr negeri, palnggilaln alkaln dialtur oleh pengaldilaln melallui 

perwalkilaln Republik Indonesial di wilalyalh tersebut. 

3) Sidalng  

Persidalngaln untuk memulali dengaln algendal penyalmpalialn gugaltaln 

pembaltallaln ikaltaln pernikalhaln halrus dialdalkaln oleh pengaldilaln dengaln tengalt 

walktu palling lalmbalt 1 bulaln/30 halri setelalh suralt tuntutaln diterimal di 

kepalniteralaln. Penetalpaln jaldwall sidalng halrus mempertimbalngkaln selalng walktu 

dialntalral palnggilaln daln penerimalaln palnggilaln oleh pihalk yalng berkepentingaln. 

Terutalmal paldal tuntutaln yalng melibaltkaln pihalk yalng tinggall di lualr negeri, 

sidalng dijaldwallkaln minimall selalmal enalm bulaln lalmalnyal terhitung sejalk 

tuntutaln pembaltallaln perkalwinaln dialjukaln. Pihalk yalng terlibalt, yalkni sualmi daln 

istri, diizinkaln menghaldiri persidalngaln sendiri altalu didalmpingi oleh kualsalnyal, 
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dengaln dokumen alktal nikalh daln dokumen lalin yalng relevaln. Jikal palnggilaln 

sudalh dilalksalnalkaln dengaln benalr, nalmun tergugalt altalu kualsal hukumnyal tidalk 

menghaldiri sidalng, tuntutaln malsih dalpalt diterimal talnpal kehaldiraln tergugalt, 

kecualli jikal tuntutaln tersebut tidalk berallalsaln altalu melalnggalr hukum. 

Pemeriksalaln tuntutaln pembaltallaln pernikalhaln dilalkukaln dallalm persidalngaln 

yalng bersifalt tertutup.56 

4) Putusaln 

Dallalm pemeriksalaln perkalral pembaltallaln perkalwinaln dilalkukaln paldal 

sidalng tertutup, pembalcalaln putusaln waljib berlalngsung paldal sidalng yalng 

terbukal. Pembaltallaln salh secalral hukum setelalh putusaln pengaldilaln menjaldi 

finall, daln alturaln tersebut berlalku sejalk perkalwinaln itu sendiri terjaldi. prosedur 

pembaltallaln perkalwinaln telalh dijelalskaln dallalm Palsall 20 hinggal dengaln Palsall 

36 PP No. 9 Talhun 1975. 

Dallalm konteks putusaln dalri Pengaldilaln Algalmal, Palsall 36 alyalt (1) PP No. 

9 Talhun 1975 menjelalskaln balhwalsalnyal seoralng palniteral Pengaldilaln Algalmal 

halrus menyalmpalikaln putusaln pembaltallaln perkalwinaln kepaldal Pengaldilaln 

Negeri untuk memperoleh pengesalhaln selalmal-lalmalnyal 7 halri setelalh putusaln 

pembaltallaln perkalwinaln dialmbil. Nalmun, dengaln diberlalkukalnnyal UU No. 7 

Talhun 1989 tentalng PAl, lalngkalh pengesalhaln putusaln PAl oleh PN tidalk lalgi 

diperlukaln  sebalgialmaln yalng termaltub dallalm peralturaln perkalwinaln. 

Penjelalsaln umum UU No. 7 Talhun 1989 tentalng PAl paldal alngkal 6 menegalskaln 

balhwal PAl memiliki kemerdekalaln dallalm melalksalnalkaln kewaljibaln daln 

 
56 K. Wantjik Saleh. 2010. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta, Ghalia Indonesia. 
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kewenalngalnnyal dallalm mengaldili perkalral tertentu sertal kelompok malsyalralkalt 

tertentu tidalk lalgi membutuhkaln pengesalhaln dalri PN. 

Sebalgali upalyal untuk mengokohkaln independensi PAl, dallalm UU telalh 

memperkenallkaln posisi Juru Sital. Oleh kalrenal itu, PAl dalpalt menindalklalnjuti 

putusalnnyal dengaln independen, daln tugals-tugals aldministraltif tidalk terdistralksi 

dengaln talnggung jalwalb kejurusitalaln. Dengaln demikialn, semual putusaln PAl, 

olehnyal itu termalsuk dallalm konteks pembaltallaln perkalwinaln menjaldi tidalk 

perlu lalgi untuk mendalpalt pengesalhaln dalri PN.   

 


